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ABSTRAK

DETERMINASI PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA
DAERAH DARI BEBERAPA KOMPONEN PENDAPATAN
DAERAH

(Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur)

Skripsa Haranto
kisaputraa@gmail com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui determinasi terhadap
Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah dari Komponen Pendapatan Daerah
yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi
(BKP) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan. Timur. Penelitian ini
menggunakan regresi data panel dengan menggunakan data yang di perolah dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2009 sampai dengan
2013 pada 14 Kabupaten/Kota di provinsi Kalimantan Timur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DBH, DAU, DAK dan
Bantuan Keuangan Provinsi secara simultan atau bersama — sama berpengaruh
signifikan terhadap variabel Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah, kemudian
secara parsial hasil penelitian menunjukan bahwa hanya Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan Dana Bagi Hasil* (DBH) yang berpengaruh signifkan terhadap
pengalokasian anggaran belanja daerah sedangkan untuk variabel Dana Alokasi
Umum (DAK), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi
(BKP) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja
daerah (BD). Hasil penelitian ini mendukung teori konsumsi dari Keynes (1936)
yang menyatakan <semakin besar pendapatan maka semakin besar pula
pengeluaran. Namun, penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan
oleh Hamdani (2014) dalam hal pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap
belanja daerah mamum penelitian ini mendukung penelitian yang menyatakan
bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja
Daerah serta terjadinya fenomena flypaper effect yaitu sebagian besar
kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur merespon belanja daerahnya lebih
besar menggunakan dana perimbangan dalam hal ini Dana Bagi Hasil (DBH)
daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai belanja daerahnya.

Key word : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan
Keuangan Provinsi (BKP), Belanja Daerah.
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Abstract

This study aims to determine the determination of the Regional Budget
Allocation of Revenue Components namely Regional Local Revenue (PAD),
DBH (DBH), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK)
and the Provincial Financial Assistance (BKP) the Regency / City in the province
of East Kalimantan. This study uses panel data regression using data in perolah
from the Regional Budget (APBD) in 2009 to 2013 in 14 districts / municipalities
in the province of East Kalimantan.

Results of this study indicate that the PAD, DBH, DAU, DAK and
Provincial Financial Assistance simultaneously or together - at a significant effect
on the Regional Budget Allocation variable, then the partial results of the study
showed that only the original income (PAD) and DBH ( DBH) that affect
significantly the allocation of the state budget while the variable General
Allocation Fund (DAK), Special Allocation Fund (DAK) and the Provincial
Financial Assistance (BKP) no significant effect on the allocation of state budget
(BD). The results support the theory of consumption of Keynes (1936) which
states the greater the income, the greater the expense. However,-this study does
not support the research conducted by Hamdani (2014) interms of the influence
of the General Allocation Fund (DAU) to the shopping area namum this study
supports research which states that the Local Revenue (PAD) significantly
influence regional expenditures as well as the occurrence of the phenomenon that
flypaper most of the district / city in East Kalimantan province responds greater
regional shopping using the funds balance in this fund (DBH) than revenue (PAD)
in expenditure area.

Key Word : Local Revenue, Profit Sharing Fund, General Allocation Fund,
Special Allocation .Fund, the Provincial Financial Assistance,
Regional Expenditure.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004,
daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri
dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak
dan kewenangan yang luas untuk mengguniakan sumber-sumber keuangan yang
dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. yang berkembang
di daerah. Pentingnya mengamati alokasi anggaran _belanja daerah karena selama
ini banyak pihak yang menyoroti dan mengkritisi mengenai alokasi anggaran
belanja daerah tersebut yang dinilai belum optimal dirasakan manfaatnya oleh
publik, sementara masyarakat merasa mereka selalu membayarkan pajak dan
retribusi. Diberlakukannya otonemi daerah membecrikan kesempatan pemerintah
daerah untuk lebih mengenibangkan potensi daerah diantaranya melalui ketepatan
didalam pengalokasian anggaran belanja dan meningkatkan pendapatan asli
daerah (PAD). Sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai ketiga
komponen belanja tersebut diantaranya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi.

PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam
menciptakan infrastruktur daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain
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PAD yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah
daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD-nya masing-
masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa
membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah
melalui alokasi belanja modal pada APBD. Semakin baik PAD suatu daerah maka
semakin besar pula alokasi belanja modalnya (Ardhani 2011). Darwanto & Yulia
(2007) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap
alokasi belanja modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD
menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Dalam
kaitannya dengan pelaksanaan otonomi, peningkatan PAD selalu diupayakan,
karena PAD merupakan penerimaan yang berasal dari daerah untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintah daerah dan digunakan sebagai tolak ukur dalam
pelaksanaan otonomi daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki PAD yang
berbeda-beda, sehingga akan menghasilkan perbedaan antara penerimaan dan
belanjanya. Perbedaan potensi .ini  mengakibatkan ketimpangan antar daerah.
Pemerintah kabupaten /'kota di Indonesia, berdasarkan data yang diperoleh
menunjukkan proporsi.PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah
paling tinggi sebesar 20 persen (Listiorini, 2012). Maka dari itu, pelaksanaan
otonomi daerah mengharuskan pusat untuk melakukan kegiatan transfer
(keuangan) ke daerah. Transfer antar pemerintah merupakan fenomena umum
yang terjadi di semua negara di dunia terlepas dari sistem pemerintahannya
(Fisher, 1996) dan bahkan sudah menjadi ciri yang paling menonjol dari

hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Tujuan dari transfer ini adalah untuk
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mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya
standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Maemunah, 2006).

Berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, berimplikasi pada perubahan
mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan pemerintah. Dalam
Undang-Undang ini juga dijelaskan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah,
pemerintah pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada pemerintah
daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU),
Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat.
Selain dana transfer atau dana perimbangan pemerintah daerah juga memiliki
sumber penerimaan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain — lain
Pendapatan Daerah Yang Sah. Sedangkan wuntuk kebijakan alokasi atau
penggunaan anggaran diserahkan kepada pemerintah daerah.

Tujuan utama pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah
adalah untuk mengurangi kesemjangan fiskal antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah serta menjamin tercapai standar pelayanan publik. Dana
perimbangan oleh-pemerintah pusat seharusnya bukan menjadikan pemerintah
daerah bergantung sepenuhnya terhadap pemerintah pusat dalam melaksanakan
pemerintahan. Namun pemerintah daerah dituntut agar tetap memaksimalkan
potensi daerah untuk menghasilkan sendiri sumber pendanaan melalui
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu dana transfer dari pemerintah pusat untuk pemerataan
kemampuan keuangan daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Namun

permasalahan pengalokasian DAU sering timbul, karena terdapat perbedaan cara
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pandang antara pusat dan daerah. Bagi pusat, DAU untuk pemerataan kemampuan
keuangan daerah. Tetapi bagi daerah, DAU dimaksudkan untuk mendukung
kecukupan keuangan daerah. Permasalahan yang lainnya, ketika pemerintah
daerah meminta DAU sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Untuk melaksanakan
pengalokasian DAU berdasarkan kebutuhan daerah belum bisa dilakukan karena
masth terbatasnya data, belum ada standar pelayanan minimum masing masing
daerah, dan sistem penganggaran yang belum berdasarkan pada standar analisis
belanja. Selain itu, pengeluaran anggaran pada APBD cenderung tidak efisien dan
belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dari pemerintah daerah.
Akibatnya, dari tahun ke tahun pemerintah daerah selalu menuntut transfer lebih
besar lagi dari pusat, bukannya mengeksplorasi basis. pajak lokal secara lebih
optimal (Oates, 1999). Hal lain yang mendorong penelitian ini dilakukan karena
kemampuan PAD pada daerah di Indonesia yang masih tergolong rendah
dibandingkan dengan daerah di.negara lain, sehingga akan mengakibatkan
tingkatan dana transfer dari -pemerintah pusat tinggi untuk mengurangi
kesenjangan fiskal antar daerah. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang
ditakukan oleh Prakosa (2004), membandingkan tingkat persentase transfer dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah di beberapa negara termasuk Indonesia
pada dekade 1990-an. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa daerah di
negara bagian Wisconsin di AS memiliki persentase transfer ketergantungan ke
pemerintah pusat lebih rendah (Tabel 1.1), jika dibandingkan negara lain seperti

Indonesia, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Nigeria, dan Meksiko.
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Tabel 1.1
Persentase Transfer dari Pemerintah Pusat Ke Pemerintah Daerah di
BeberapaNegara
No Negara Persentase

Transfer
1 Indonesia 72-86%
2 Amerika Serikat 50-60%

3 Wisconsin (AS) 47%

4 Afrika Selatan 85%
LS Nigeria 67-95%
| 6 | Meksiko 70-90%

Sumber : Prakoso (2004)

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan
tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan
pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Di Indonesia, dana
transfer (DAU) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah masih tergolong
tinggi untuk membiayai operasi utamanya“sehari-hari atau belanja daerah. Di
beberapa daerah peran DAU sangat signifikan, karena kebijakan belanja daerah
lebih didominasi oleh jumlah DAU (dari pada PAD (Sidik er.al, 2002). Dana
perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer
yang cukup signifikan.dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk
memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal
(Solikin 2010 dalam Ardhani 2011). Hasil penelitian Darwanto & Yulia (2007)
menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan
belanja modal. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin er. al. (1985)
dalam Hariyanto & Adi (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara

dana transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal.
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Salah satu komponen lain dana perimbangan adalah DAK (Dana Alokasi
Khusus), yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan
kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan
urusan daerah dan merupakan prioritas nasional (UU No. 33 tahun 2004). Tujuan
DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh
pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi
pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik
pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya
pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan
pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhan: 2011). DAK
ini penggunaannya diatur oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk kegiatan
pendidikan, kesehatan, keluarga berencana; infrastruktur jalan dan jembatan,
infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah
daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan,
pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam
komponen belanja modal, dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk
mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya
untuk mendanai kegiatan fisik.

Kemudian komponen dana perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil (DBH),
merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004) tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. DBH

yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis,

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41699.pdf

yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam). Dana Bagi Hasil
(DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan
merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana
pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD, DAU
dan DAK. Secara teoritis Pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja
yang semakin besar jika anggaran DBH semakin besar pula, begitupun sebaliknya
semakin kecil belanja yang akan ditetapkan jika anggaran DBH semakin kecil.
Penambahan variabel Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) adalah sejalan
dengan adanya kebijakan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta “perubahannya, untuk
mengurangi ketimpangan pendapatan di wilayah regional dan sebagai upaya
untuk meningkatkan efisiens: pengeluaran  pemerintah dengan menyerahkan
sebagian kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan agar keluaran yang
dihasilkan lebih bermanfaat dan. dapat langsung dinikmati oleh rakyat di
kabupaten dan kota yang bersangkutan. Disamping itu salah satu sumber
pembiayaan yang menjadi-serotan publik di Kalimantan Timur adalah bantuan
keuangan provinsi-atau lebih dikenal di media masa adalah bantuan keuangan
kepada daerah bawahan, dimana sebagian besar akan digunanan untuk sumber
pembiayaan belanja modal di pemerintah kabupaten atau kota. Sorotan publik
tersebut cukup beralasan karena, setiap alokasi sumberdaya keuangan merupakan
salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan
kesejahteraannya. Hal ini merupakan pencerminan dari kepercayaan publik atau
masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola Belanja Daerah. Dalam hal ini

teori keagenan (agency theory) secara tegas menjelaskan hubungan antara
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prinsipal (principal) dan agen (agency) yang tercermin dari kontrak antara
individu dengan individu lain atau antara satu kelompok dengan kelompok lain,
menjadi salah satu rujukan utama dalam hal pertanggungjawaban penggunaan
Belanja Daerah. Kontrak yang dilakukan menunjukkan kesepakatan antara
prinsipal selaku pember: amanah dan agen selaku penerima amanah, hubungan ini
dibangun atas dasar kepercayaan. Dalam organisasi sektor publik, khususnya pada
pemerintah daerah, daerah bertindak sebagai agen selaku pihak yang menerima
amanah rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan, dan rakyat yang diwakili
oleh dewan perwakilan rakyat diposisikan sebagai prinsipal yang memiliki salah
satu tugas utama untuk mengawasi aktivitas organisasi ‘yang dijalankan oleh
pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi dengan nilai
APBD dan PAD terbesar di Indonesia. Tingkat PAD yang tinggi membuat DAU
yang di_terima oleh Provinsi Kalimantan Timur sangat kecil, itu artinya bahwa
Provinsi Kalimantan Timur (dianggap mampu untuk melaksanakan otonomi
daerah dan pemerintahan di daerah tanpa terlalu bergantung pada pemerintah
pusat melalui Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Alokasi Khusus' (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi bagi Pemerintah
Kabupaten/Kota, namun cukup kontras ketika kita melihat bagaimana kontribusi
PAD, DBH, DAU, DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi terhadap belanja daerah
pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur, dimana ada beberapa
Kabupaten/Kota dengan PAD yang sangat kecil sehingga mendapatkan DBH dan
DAU yang cukup besar yang artinya Kabupaten/Kota tersebut masih belum bisa

untuk memaksimal potensi daerahnya dalam menghasilkan PAD untuk
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membiayai pengeluaran daerahnya dan masih sangat bergantung pada pemerintah
pusat melalui dana perimbangan dalam hal ini adalah Dana Bagi Hasil, Dana
Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), namun ada juga
beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki PAD dan sumber penerimaan
pendapatan lain yang cukup besar sehingga mendapatkan DAU dalam jumlah
yang relatif kecil dan bahkan ada beberapa Kabupaten atau Kota yang tidak
mendapatkan DAU seperti Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun 2009, 2010,
2011 dan 2012, Kabupaten Kutai Barat di tahun 2007, kemudian Kabupaten
Penajam Paser Utara di tahun 2010, serta Kota Bontang juga ditahun 2010.
Beberapa Kabupaten dan Kota tersebut tidak mendapatkan DAU karena
berdasarkan formula yang tertuang dalam UU No. 34 tahun 2004 dimana jika
celah fiskal suatu daerah negatif dan nilai negatifnya lebih besar atau sama dengan
alokasi dasar maka DAU sama dengan-nol atau daerah tersebut tidak layak
mendapatkan dana transfer berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Rata- rata dan
presentase PAD, DBH, DAU,. DAK, BKP dan Belanja Daerah selama tahun
anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2013 ini ditunjukkan pada tabel
dan chart di bawah ini :

Tabel 1.2, Rata - Rata Sumber Pendapatan dan Belanja Provinsi Kaltim
Tahun Anggaran 2009 s/d 2013

PAD DBH DAU DAK BKP BELANJA

93.952.490.000 888.113.000.000 236.166.800.000 23.368.190.000 95.560.000.000 1.881.999.000.000

Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu Rl
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Gambar 1.1. Rata - Rata Sumber Pendapatan dan Belanja Provinsi Kaltim
Tahun Anggaran 2009 s/d 2013

93.952.490.000

% PAD
888.113.000.000
= DBH
DAU
& DAK
236.156.800.000
3 BKP
23.368.190.000
.560.000.
95.560.000.000 # BELANJA

Tabel 1.3. Persentase Sumber Pendapatan Terhadap Belanja Provinsi
Kaltim Tahun Anggaran 2009 s/d 2013

PAD DBH DAU DAK BKP

4,99% 47.19% 12,55% 1.24% 5.08%

Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI

Gambar 1.2. Presentase Sumber Pendapatan Terhadap Belanja Provinsi
_‘Kaltim Tahun Anggaran 2009 s/d 2013

W ma.,  5,08% 4,99%
# PAD
= DBH
DAU
# DAK
BKP
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Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti perlu mengalisa dengan
melakukan penelitian dengan judul “Determinasi Pengalokasian Anggaran
Belanja Daerah dari Beberapa Komponen Pendapatan Daerah( Studi pada

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut.

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan
Keuangan Provinsi (BKP) secara parsial memiliki pengaruh positif
terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah”

2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana “Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan
Keuangan Provinsi (BKP) 'secara simultan memiliki pengaruh positif
terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian

ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi
Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus
(DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) secara parsial terhadap
Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah.

2. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi

Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus

11
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(DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) secara simultan
terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah.

1.4 Kegunaan penelitian

Penelitian ini digurakan untuk:

a. Akademisi, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan referensi maupun literatur
di dalam penelitian — penelitian selanjutnya.

b. Untuk melengkapi penelitian serupa yang telah dilakukan terdahulu serta
membuktikan apakah dengan variabel penelitian yang lebih bervariasi
akan tetap mendukung hasil dari penelitian sebelumnya atau bahkan dapat
memberikan hasil yang berbeda.

c. Dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten /Kota khususnya di wilayah
Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan atau Kabupaten/Kota ex Provinsi
Kaltim ( mulai tahun anggaran 2014 oleh Kementerian Keuangan republik
Indonesia pembagian data. keuangan untuk 5 Kabupaten/Kota sudah
dikeluarkan dari Provinsi-Kaltim dan sudah dimasukkan ke dalam Provinsi
Kalimantan Utara) sebagai bahan pertimbangan didalam pengalokasian
penganggaran - belanja daerah di dalam penyusunan APBD dengan
mempertimbangkan masing — masing beberapa komponen pendapatan,
supaya Pemerintah Kabupaten/Kota lebih tepat sasaran dan dapat
mengoptimalkan didalam memanfaaikan belanja daerah atau pelayanan
kepada publik serta kedepan diharapkan seluruh Kabupaten/Kota di
wilayah Kalimantan Timur untuk lebih mengoptimalkan potensi daerahnya
sehingga diharapkan tidak lagi terlalu bergantung kepada Pemerintah

Pusat.
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BAB 1V
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.

Statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran umum dari data
yang digunakan. Tabel 4.1 menunjukkan hasil statistik deskriptif atas variabel —
variabel yang ada pada permodelan panel data penelitian ini. Uji normalitas dapat
dilakukan untuk mengetahui apakah residulanya telah terdistribusi secara normal.

Dengan hipotesis Hy . distribusi residula telah terdistribusi secara normal
dan melihat melalui probability atas Jarque-Bera dan tingkat signifikasi 95% (o =
5% ) ditentukan bahwa variabel DAU, DAK dan BKP tesidualnya belum
terdistribusi secara normal. Sedangkan variabel PAD dan DBH telah terdistribusi
secara normal (tidak tolah Hy).

Tabel 4.1

Statistik Deskriptif Variabe! Belanja Daerah

PAD DBH DAU DAK BKP ! BD
Mean 93952.49 888113.0 236166.8 23368.19 95560.00 1881999,
Median 68464.00 643055.0 212305.0 10710.00 74680.50 1509270.
Maximum 563743.0 3785813. 640970.0 104101.0 380210.0 7720443.
Minimum 5000.000 125727.0 0.000000 0.000000 0.000000 231739.0
Std. Dev. 89159.37 789156.6 171071.7 26325.81 71581.55 1152507.
Skewness 2.808643 2.758460 0.502253 1.333468 1.653811 2.789200
Kurtosis 13.17151 9.681842 2.405244 3.945603 6.267633 1242658
Jarque-Bera 393.7895 218.9933 3.974738 23.35292 63.05188 349.9387
Probability 0.000000 0.000000 0.137056 0.000008 0.000000 0.000000
Sum 6576674. 62167912 16531679 1635773. 6689200. 1.32E+08
Sum 8q. Dev. 5.49E+11 4 30E+13 2.02E+12 4 78E+10 3.54E+11 9.17E+13
Observations 70 70 70 70 70 70
Cross sections 14 14 14 14 14 14
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Sumber : Hasil output data panel Eviews 6.1
4.2 Pemilihan Model (Teknik Estimasi) Regresi Data Panel

Permodelan dalam menggunakan teknik regresi panel data dapat
menggunakan tiga pendekatan alternatif metode dalam pengolahannya.
Pendekatan — pendekatan tersebut ialah (1) metode common-Constant (The pooled
OLS Method), (2) Metode Fixed Effect (FEM), dan (3) Metode Random Effect
(REM). Pada dasarnya ketiga teknik (model) estimasi data panel dapat dipilih
sesuai dengan keadaan penelitian, dilihat dari jumlah individu bank dan variabel
penelitiannya. Namun demikian, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk
menentukan teknik mana yang paling tepat dalam mengestimasi parameter data
panel. Menurut Widarjono (2007: 258), ada tiga uji untuk-memilih teknik estimasi
data panel. Pertama, uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode
Commom FEffect atau metode Fixed Fjffect.Kedua, uji Hausman yang digunakan
untuk memilih antara metode Fixved Effect atau metode Random FEffect. Ketiga, uji
Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk memilih antara metode Commom
Effect atau metode Random Ljfect.

Menurut, Nachrowi (2006, 318), pemilihan metode Fixed Lffect atau
metode Random Ljffect dapat dilakukan dengan pertimbangan tujuan analisis, atau
ada pula kemungkinan data yang digunakan sebagai dasar pembuatan model,
hanya dapat diolah oleh salah satu metode saja akibat berbagai persoalan teknis
matematis yang melandasi perhitungan. Dalam software Eviews, metode Random
Fffect hanya dapat digunakan dalam kondisi jumlah individu bank lebih besar
dibanding jumlah koefisien termasuk intersep. Selain itu, menurut beberapa ahli

Ekonometri dikatakan bahwa, jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah
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waktu (f) lebih besar dibandingkan jumiah individu (i), maka disarankan
menggunakan metode Fixed Effect. Sedangkan jika data panel yang dimiliki
mempunyai jumlah waktu (¢) lebih kecil dibandingkan jumlah individu (7), maka
disarankan menggunakan metode Random: Effect. Berikut merupakan pemilihan
model yang diterapkan terhadap model regresi dalam penelitian ini dengan
variabel dependen Belanja Daerah (BD).

4.2.1 F-stat (Pooled Least Square vs Fixed Effect)

Metode Pooled Least Square akan dipilih saat tidak terdapat perbedaan
diantara data matrix pada dimensi cross section. Model ini mengestimasikan nilai
a yang konstan untuk semua dimensi cross section. Hasil output dari regresi panel
data dengan Metode Common-Constan (The Pooled OLS Method) dapat dilihat di
pada lampiran 8 penilitian int.

Dari tabel pada lampiran 8 tersebut dapat jelaskan bahwa penelitian ini
terdapat 2 variabel dengan test individual (t-fest pobabdility) terlihat signifikan
dengan o = 5% dan nilai ajusted R’ sebesar sebesar 0.807268 dengan nilai
Durbin-Watson test sebesar 0.795570 yang rendah (jauh dari range angka 2) yang
menandakan adanya masalah otokorelasi. Metode ini mengasumsikan bahwa nilai
intersep antar individula dianggap sama dimana hal ini merupakan asumsi yang
sangat membatasi (restricted) (Gujarati, 2004). Sehingga metode pooled
regression ini tidak dapat menagkap gambaran yang sebenarnya atas hubungan
yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikatnya, begitu juga dengan
hubungan diantara individu cross section.

Begitu juga yang dijabarkan pada metode pemilihan secara teoritis yang

mengatakan bahwa metode common constant terlalu sederhana untuk
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mendeskripsikan fenomena yang ada. Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan
ialah menemukan nature yang spesifik atas hubungan yang terjadi diantara masing
— masing individu pada data cross section. Maka data diolah dengan
menggunakan metode Fived Effect. Hasil output dari regresi panel data dengan
metode Fixed effect dapat dilihat pada lampiran 9 penelitian ini.

Dari hasil uji fix effect pada lampiran 9 penelitian ini dapat ditemukan
bahwa jumlah variabel individu atas uji -stat tidak ada yang memberikan hasil
vang signifikan. Namun nilai adjusted R* sebesar 0.884583 memberikan niiai
tinggi yang cukup memuaskan. Nilai probability dari f-star senilai 0.000000
memberikan artian bahwa model tersebut highly significant dengan nilai Durbin-
Watson sat sebesar 1.639392 yang belum mendekati pada angka 2. Melalui
pengujian statistik, pemilihan diantara kedua model ini dapat terselesaikar dengan
pengujian F-stat (uji chow). Untuk mengetahui model mana yang lebih baik
dalam pengujian data panel, bisa dilakukan dengan penambahan variabel dummy
sehingga dapat diketahui bahwa. intersepnya berbeda dapat diuji dengan uji
Statistik F. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel
dengan metode fFived Effect lebih baik dari regresi model data panel tanpa
variabel dummy atau metode Common Effect. Hipotesis nul pada uji ini adalah
bahwa intersep sama, atau dengan kata lain model yang tepat untuk regresi data
panel adalah Common Effect, dan hipotesis alteinatifnya adalah intersep tidak
sama atau model yang tepat untuk regresi data panel adalah Fixed Lffect.

Nilai Statistik F hitung akan mengikuti distribusi statistik F dengan derajat
kebebasan (deggre of freedom) sebanyak m untuk numerator dan sebanyak n — &

untuk denumerator. m merupakan merupakan jumlah restriksi atau pembatasan di
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dalam model tanpa variabel dummy. Jumlah restriksi adalah jumlah individu
dikurang satu. n merupakan jumlah observasi dan & merupakan jumlah parameter
dalam model Fixed Effect. Jumlah observasi (#) adalah jumlah individu dikali
dengan jumlah periode, sedangkan jumlah parameter dalam model Fixed Effect (k)
adalah jumlah variabel ditambah jumlah individu. Apabila nilai F hitung lebih
besar dari F kritis maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk
regresi data panel adalah model Fixed FEffect. Dan sebaliknya, apabila nilai F
hitung lebih kecil dari F kritis maka hipotesis nul diterima yang artinya model
yang tepat untuk regresi data panel adalah model Common FEjffect. Hasil output
dar1 Uji chow dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: DATA

Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic d.f Prob.
Cross-section F 4.297810 (13,51) 0.0001
Cross-section Chi-square 51.786124 13 0.0000

Uji Chow dilakukan untuk mengetahui data baik menggunakan model

common effect atau fix effect

Hipotesisnya :
Hy - model mengikuti common effect
H; - model mengikuti tix effect

Hy ditolak apabila signifikansinya kurang dari 0,05 (a=5%).
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Dari data pada tabel diatas diperoleh nilai signifikansi atau probability sebesar
0.000 < 0.05, maka metode yang dipilih yaitu metode fixed effects. Namun, hal
tersebut belum merupakan hasil akhir atas metode pengolahan data karena belum
teruji secra statistik. Maka perlu dilihat hasil yang ada dari metode lain yaitu
meiode Random Lffect dan pengujiannya secara statistik.

Sesuai dengan yang dikatakan Gujarati (2003) pada bukunya yang
menyarankan apabila jumlah data cross section (N) lebih besar dari jumlah data
time series (T) maka digunakan random effect dalam pengolahannya. Untuk itu,
maka akan dilihat pada uji formal statistik dan pemilihan berdasarkan model
manakah yang paling baik nilai statistiknya. Hasil output dari regresi panel data
dengan metode Random Effect dapat dilihat pada lampiran 11 dari penelitian ini.

Dari hasii output random effect vang dapat dilihat di lampiran 11
penelitian ini dapat dilihat uji 7-szar tidak terdapat variabel yang memperlihatkan
signifikansi (¢=5%). Selanjutnya, nilai ‘adjusted R’ memperlihaktkan angka
sebesar 0.715684 dan Durbin-Watson stat sebesar 1.324214 memberikan angka
yang jauh dari kisaran angka 2. Hal ini juga belum dapat memberikan kepastian
metode mana sebaiknya yang digunakan. Maka langkah selanjutnya ialah
pengujian Hausman {est.

4.2.2 The Hausman Specification Test (Fixed effect vs Random Effect)

Hausman telah mengembangkan suatu uji untuk mernilih apakah metode
Fixed Effect dan metode Random Effect lebih baik dari metode Common FEffect.
Uji Hausman ini didasarkan pada ide bahwa Least Squares Dummy Variables
(LSDV) dalam metode metode Fixed Effect dan Generalized Least Squares (GLS)

dalam metode Random Fffect adalah efisien sedangkan Ordinary Least Squares
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(OLS) dalam metode Common Effect tidak efisien. Dilain pihak, alternatifnya
adalah metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Karena itu, uji hipotesis nulnya
adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga uji Hausman bisa
dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Statistik uji Hausman
mengikuti distribusi statistik Chi-Squares dengan derajat kebebasan (df) sebesar
jumlah variabel bebas. Hipotesis nulnya adalah bahwa model yang tepat untuk
regrest data panel adalah model Random Ejffect dan hipotesis alternatifnya adalah
model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Fixed Effect. Apabila
nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritis Chi-Squares maka hipotesis nul
ditolak yang aitinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model
Fixed Effect. Dan sebaliknya, apabila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai
kritis Chi-Squares maka hipotesis nul diterima ‘vang artinya model yang tepat
untuk regresi data panel adalah model Random [Lffect. Berikut merupakan output
dari uji menggunakan Hausman Test.

Tabel 4.3

Hasil Uji- Model Menggunakan Hausman Test

Correlated Random Effects=Hausman Test
Pool: DATA

Test cross-section random effects

Chi-8q.
Test Summary Statistic  Chi-8q. d.f. Prob.
Cross-section random 3.426469 5 0.6345

Sumber : Output Regresi Panel Data Eviews 6.1

Pada perhitungan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa nilai probability pada

test cross section random effect memperlihatkan angka bernilar 0.6345 yang
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berarti tidak signifikan dengan tingkat signifikan 95% (0=5%) dan menggunakan
Chi-Square (Gujarati, 2003).

Sehingga keputusan yang diambil pada pengujian Hausman test ini yaitu
terima Hy (p-value >0,05) dengan hipotesis :
Hy : metode random effect
H, : metode fixed effect

Berdasarkan hasil pemilihan model dengan wji Chow dan Uji Hausman
maka penelitian ini menggunakan Metode Random Effect (REM).
4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan.
4.3.1 Pengujian Asumsi (Multikolinieritas dan Heteroskedastisitas)

Regresi data panel memberikan alternatif model, Common Effect, Fixed
Effect dan Random Effect. Model Common Effect dan Fixed Effect menggunakan
pendekatan Ordinary Least Squared (OLS) dalam teknik estimasinya, sedangkan
Random FEffect menggunakan Generalized [east Squares (GLS) sebagai teknik
estimasinya. Uji asumsi klasik” yang digunakan dalam regresi linier dengan
pendekatan Ordinary Least Squared (OLS) meliputi uji Linieritas, Autokorelasi,
Heteroskedastisitas, Multikolinieritas dan Normalitas. Walaupun demikian, tidak
semua uji asumsi-klasik harus dilakukan pada setiap model regresi linier dengan
pendekatan OLS. Uji linieritas hampir tidak dilakukan pada setiap model regresi
linier. Karena sudah diasumsikan bahwa model bersifat linier. Kalaupun harus
dilakukan semata-mata untuk melihat sejauh mana tingkat linieritasnya.
Autokorelasi hanya terjadi pada data time series. Pengujian autokorelasi pada data
yang tidak bersifat time series (cross section atau panel) akan sia-sia semata atau

tidaklah berarti. Multikolinieritas perlu dilakukan pada saat regresi linier
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menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Jika variabel bebas hanya satu, maka
tidak mungkin terjadi multikolinieritas. Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada
data cross section, dimana data panel lebih dekat ke ciri data cross section
dibandingkan fime series. Uji normalitas pada dasarnya tidak merupakan syarat
BLUE (Best Linier Unbias Fstimator) dan beberapa pendapat tidak mengharuskan
svarat ini sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi. Dari penjelasan di atas dapat
ditarik kesimpulan bahwa pada regresi data panel, tidak semua uji asumsi klasik
yang ada pada metode OLS dipakai, hanya multikolinieritas dan
heteroskedastisitas saja yang diperlukan.

4.3.1.1 Uji Muitikolinieritas

Regresi data panel tidak sama dengan model regresi linier, oleh karena itu pada
model data panel perlu memenuhi syarat terbebas dari pelanggaran asumsi-asumsi
dasar (asumsi klasik). Meskipun demikian, adanya korelasi yang kuat antara
variabel bebas dalam pembentukan (sebuah model (persamaan) sangatlah tidak
dianjurkan terjadi, karena hal itu akan berdampak kepada keakuratan pendugaan
parameter, dalam hal ini koefisien regresi, dalam memperkirakan nilai yang
sebenarnya. Korelasi yang kuat antara variabel bebas dinamakan multikolinieritas.
Menurut Chatterjee” dan Price dalam Nachrowi (2002), adanya korelasi antara
variabel-variabel bebas menjadikan intepretasi koefisien-koefisien regresi mejadi
tidak benar lagi. Meskipun demikian, bukan berarti korelasi yang terjadi antara
variabel-variabel bebas tidak diperbolehkan, hanya kolinieritas yang sempurna
(perfect collinierity) saja yang tidak diperbolehkan, yaitu terjadinya korelasi linier
antara sesama variabel bebasnya. Sedangkan untuk sifat kolinier yang hampir

sempurna (hubungannya tidak bersifat linier atau korelasi mendekati nol) masih
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diperbolehkan atau tidak termasuk dalam pelanggaran asumsi. Ada beberapa cara
untuk mengidentifikasi adanya multikolinieritas, dan cara yang paling mudah
adalah dengan mencari nilai koefisien korelasi antar variabel bebas. Koefisien
korelasi antara dua variabel yang bersifat kuantitatif dapat menggunakan
coefficient correlation pearson. Nilai mutlak dari koefisien korelasi besarnya dari
nol sampai satu. Semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan semakin kuat
hubungan antara kedua variabel tersebut dan artinya semakin besar kemungkinan
terjadinya multikolinieritas.

4.3.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Regresi data panel tidak sama dengan model regresi linier; oleh karena itu pada
model data panel perlu memenuhi syarat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator)
atau terbebas dari pelanggaran asumsi-asumsi’ dasar (asumsi klasik). Jika dilihat
dar1 ketiga pendekatan yang dipakai, maka hanya uji heteroskedastisitas saja yang
relevan dipakai pada model data panel. Ui heteroskedastisitas digunakan untuk
melihat apakah residual dari model yang terbentuk memiliki varians yang konstan
atau tidak. Suatu model yang baik adalah model yang memiliki varians dari setiap
gangguan atau residualnya konstan. Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana
asumsi tersebut tidak tercapai, dengan kata lain dimana adalah ekspektasi dari eror
dan adalah varians dari eror yang berbeda tiap periode waktu. Dampak adanya
heteroskedastisitas adalah tidak efisiennya proses estimasi, sementara hasii
estimasinya tetap konsisten dan tidak bias. Eksistensi dari masalah
heteroskedastisitas akan menyebabkan hasil Uji-r dan Uji-F menjadi tidak berguna
(miss leanding). Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menditeksi

heteroskedastisitas, tetapi dalam penelitian ini hanya akan dilakukan dengan
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menggunakan White Heteroskedasticity Test pada consistent standard error &
covariance. Hasil yang diperlukan dari hasil uji ini adalah nilai F dan Obs*R-
squared, dengan hipotesis sebagai berikut:

Ho : Homoskedasticity

H, : Heteroskedasticity

Kemudian kita bandingkan antara nilai Obs*R-squares dengan nilai tabel dengan
tingkat kepercayaan tertentu dan derajat kebebasan yang sesuai dengan jumlah
variabel bebas. Jika nilai Uji Heteroskedastisitas tabel maka HO diterima, dengan
kata lain tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Untuk permasalahan hetercskedastisitas menurut Gujarati (2003) dalam
bukunya Basic Econometrics, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan
menggunakan metode GLS (Generalized Least  Square). Metode GLS telah
diberikan perlakuan “white heteroscedasticity-consistent covariance” untuk
mengantisipasi data yang tidak bersifat homokedastis.

Tabel 4.4

Hasil Regresi Metode Random Effect

Dependent Variable: BD?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 03/14/15 Time: 20:06

Sample: 20092013

Included observations: 5

Cross-sections included: 14

Total pool (balanced) observations: 70

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2.932558 0.881444 3.326993 0.0015

PAD? 0.180061 0.048476 3.714412 0.0004

DBH? 0.665103 0.071017 9.365383 0.0000

DAU? 0.013621 0.007494 1.817560 0.0738

DAK? 0.013889 0.008895 1.561492 0.1233

BKP? 0.013301 0.010014 1.328252 0.1888

Random Effects (Cross)

_BERAU--C 0.054779
_BULUNGAN--C 0.207291
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_KUTAI-C
_KUTAIBAR-C
_KUTAITIM--C
_MALINAU-C
_NUNUKAN--C

_PASER--C

_BLPPN--C
_BONTANG-C

_SAMARINDA--C
_TARAKAN--C
_PENAJAM--C

_TANATIDUNG--C

-0.008610
-0.171166
-0.020827
0.184023
-0.123004
-0.033985
-0.131013
-0.229000
0.080971
0.156287
-0.032741
0.066996

Effects Specification

S.D. Rho

Cross-section random 0.168155 0.5038
Idiosyncratic random 0.166895 0.4962

Weighted Statistics
R-squared 0.736287 Mean dependent var 5.809549
Adjusted R-squared 0.715684 S.D. dependent var 0.309128
S.E. of regression 0.164831 Sum squared resid 1.738830
F-statistic 35.73761 Durbin-Watson stat 1.324214
Prob(F-statistic) 0.000000

Unweighted Statistics
R-squared 0.812167 Mean dependentivar 14.32000

3.127802 Durbin-Watson stat 0.736166

Sum squared resid

Sumber : Hasil Qutput regresi data panel Eviews 6.1

16/41699.pdf

Dari output diatas terlihat bahwa adanya perubahan dimana beberapa

variabel bebasnya mengalami kesignifikanan secara statistik. Perubahan yang

terjadi tersebut merupakan hasil dari dikonsistensikannnya varians erros yang

menunjukkan bahwa pada model awal memang terdapat hetekedastisitas. Dengan

nilai adjusted R* sebesar 0.715684 yang berarti variasi dari model terikat pada

model —net liquidity balance- dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas — PAD

(Pendapatan Asli Daerah), DBH (Dana Bagi Hasil), DAU (Dana Alokast Umum),

DAK (Dana Alokasi Khusus), BKP (Bantuan Keuangan Provinsi) — sebesar

73,63% mengindikasikan bahwa variabel bebas yang diuji ini cukup baik dalam

menjelaskan variabel terikatnya.
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4.3.2 Pengujian Hipotesis Pada Masing — masing Variabel Bebas Terhadap
Belanja Daerah

Menurut Nachrowi (2006), uji hipotesis berguna untuk menguji
signifikansi koefisien regresi yang didapat. Artinya, koefisien regresi yang didapat
secara statistik tidak sama dengan nol, karena jika sama dengan nol maka dapat
dikatakan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan variabel bebas mempunyai
pengaruh terhadap variabel terikatnya. Setelah model yang paling baik terpilih,
selanjutnya dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan uji hipotesis untuk
mengetahui kebaikkan modelnya.
1. Uji statistik t.
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel
penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro,
2007).
2. Uji Statistik F (uji eksistensi model)
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang
dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama - sama terhadap
vartabel terikat (Kuncero, 2007).
3. Interpretasi Koefisien Determinasi (R?)
Koefisien determinasi (R?) pada intinya digunakan untuk mengukur prosentase
total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen
dalam model (Kuncoro, 2007). Adjusted R-Square adalah R? yang dihitung
dengan mengkoreksi kecenderungan selalu naiknya nilai  R*® karena

ditambahkannya varibel independen baru ke dalam model (Utomo,2013).
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Dari output Hasil Regresi Metode Random Effect seperti terlihat pada tabel 4.4,
dapat diinterprestasikan pengujian hipotesis pada masing — masing variabel bebas
terhadap Belanja Daerah sebagai berikut :

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Uji signifikasi yang dilakukan pada variabel bebas dapat dilihat dari p-
value t-stat. Dari hasil regresi didapatkan bahwa dengan tingkat signifikasi 95%
(0=5%) varibel Pendapatan Asli Daerah memiliki p-value t-stat 0,0004. Karena
nilai tersebut <0.05 maka variabel ini berada pada daerah tolak Hy. Sehingga
dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Pendapatan AsliDaerah (PAD)
merupakan variabel yang berpengaruin signifikan terhadap Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Kemudian perlakuan atas uji arah untuk menentukan apakah hubungan
antara kedua variabe! merupakan hubungan positif atau negatif dengan melihat
koefisiennya. Dari output pada tabel 4.4 diatas bahwa koefisien Pendapatan Asli
Daerah bernilai 0,180061. Dari angka tersebut dapat diinterprestasikan bahwa
hubungan yang terjadi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah
adalah hubungan yang searah/positif. Artinya apabila Pendapatan Asli Daerah
meningkat sebesar 1% maka nilai Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
akan naik senilai 18%. Hal ini bisa memberikan sinyal yang baik bagi seluruh
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur khususnya selama
periode 2009 s/d 2013, artinya bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah
memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembiayaan belanja daerah pada
Pemerintah Kabupaten/Kota di di wilayah Provinsi Kalimantan Timur walaupun

mungkin masih tingginya ketimpangan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
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artinya masih ada Kabupaten/Kota dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
tinggi namun masih ada juga Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) yang sangat rendah terutama apabila dibandingkan dengan
total Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota secara kesuluruhan. Karena sesuai
dengan amanat Undang — Undang tentang Otonomi Daerah, salah satu tujuannnya
adalah menciptakan kemandirian dalam hal pembiayaan belanja daerah yaitu
dengan menggali potensi — potensi daerah yang ada agar terjadi peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menurunkan ketergantungan kepada
Pemerintah Pusat.

2. Variabel Dana Bagi Hasil (DBH)

Uji signifikasi yang dilakukan pada variabel bebas dapat dilihat dari p-value t-stat.
Dari hasil regresi didapatkan bahwa dengan tingkat signifikasi 95% (0=5%)
varibel Pendapatan Asli Daerah memiliki p-valwe t-star 0,0000. Karena nilai
tersebut <0.05 maka variabel ini berada pada daerah tolak Ho. Sehingga dapat
diambil kesimpulan bahwa variabel ‘Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan variabel
yang berpengaruh  signifikan terhadapi Belanja Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Kemudian, perlakuan atas uji arah untuk menentukan apakah hubungan
antara kedua variabel merupakan hubungan positif atau negatif dengan melihat
koefisiennya. Dari output pada tabel 4 4 diatas bahwa koefisien Dana Bagi Hasil
(DBH) bernilai 0,665103. Dari angka tersebut dapat diinterprestasikan bahwa
hubungan yang terjadi antara Dana Bagi Hasil (DBH) dengan Belanja Daerah
adalah hubungan yang searah/positif. Artinya apabila Dana Bagi Hasil meningkat

sebesar 1% maka nilai Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota akan naik
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senilai 66,51%. Dengan melihat presentase pengaruh terhadap Belanja Daerah
bisa dikatan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) mempunyai pengaruh yang lebih kuat
dalam memberikan kontribusinya untuk pembiayaan Belanja Daerah pada
Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode
2009 s/d 2013. Namun hal ini juga merupakan tanda atau sinyal yang positif bagi
Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Dana Bagi
Hasil adalah merupakan pendapatan yang di bagikan oleh Pemerintah Pusat
berdasarkan formula atau rumus yang sudah ditentukan dengan peraturan yang
berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang disetor atau dipungut langsung oleh
Pemerintah Pusat.

3. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU)

Dari hasil regresi didapatkan bahwa dengan tingkat signifikan 95%
(0=5%) variabel Dana Alokast Umum (DAU) memiliki p-value t-stat 0,0738.
Karena nilai tersebut > 0.05 maka wariabel ini berada pada daerah terima Hp.
Sehingga dapat diambil kesimpulan.bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU)
merupakan variabel yang tidak ‘mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel
Belanja Daerah dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Kemudian, perlakuan atas uji arah untuk mengetahui apakah hubungan
antara kedua variabel merupakan hubungan positif atau negatif dengan melihat
koefisiennya. Dari output pada tabel 4.4 diatas bahwa koefisien Dana Alokasi
Umum (DAU) bernilai 0,013621. Dari angka tersebut dapat diinterprestasikan
bahwa walaupun Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan

Timur namun kedua variabel tersebut mempunyai hubungan hubungan yang
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searah/positif. Artinya apabila Dana Alokasi Umum meningkat sebesar 1% maka
nilai Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota akan naik senilai 1,36%. Hal ini
bisa dibuktikan ada beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak
mendapatkan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu Kabupaten Kutai pada
Tahun Anggaran 2009 dan 2010, Kota Bontang, Kota Tarakan dan kabupaten
Penajam Paser Utara juga tidak mendapatkan alokasi DAU pada Tahun Anggaran
2010, itu artinya bahwa Kabupaten/Kota tersebut dianggap mampu sesuai dengan
perhitungan yang sudah ditentukan sehingga beberapa Kabupaten/Kota tersebut
tidak perlu mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU).

4. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dari hasil regresi didapatkan bahkwa dengan tingkat signifikan 95%
(0=5%) variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) ‘memiliki p-value t-star 0,1233.
Karena nilai tersebﬁt > 0.05 maka variabel ini berada pada daerah terima Hp.
Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK)
merupakan variabel yang tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel
Belanja Daerah dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Kemudian perlakuan atas uji arah untuk mengetahui apakah hubungan
antara kedua variabel merupakan hubungan positif atau negatif dengan melihat
koefisiennya. Dari output pada tabel 4.4 diatas bahwa koefisien Dana Alokasi
Khusus (DAK) bernilai 0,013889. Dari angka tersebut dapat diinterprestasikan
bahwa walaupun Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Kalimantan Timur namun kedua variabel tersebut mempunyai hubungan

hubungan yang searah/positif. Artinya apabila Dana Alokasi Khusus meningkat
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sebesar 1% maka nilai Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota akan naik
senilai 1,38%. Hal ini bisa dimungkinkan karena alokasi Dana Alokasi Khusus
(DAK) ini adalah merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dengan
berbagai macam pertimbangan serta formulasi yang ada, disamping itu juga
karena didalam mempertanggungjawabkan Dana Alokasi Khusus ini Pemerintah
Kabupaten Kota tidak sam dengan komponen Pendapatan yang lain agar
Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut mendapatkan transfer dari Rekening Kas
Negara ke Rekening Kas Dearah secara bertahap sesuai dengan realisasi belanja
dari kegiatan yang bersumber pada Dana alokasi Khusus (DAK) tersebut.

S. Variabel Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)

Dari hasii regresi didapatkan bahwa dengan tingkat signifikan 95%
(0=5%) variabel Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) memiliki p-value t-stat
0,1888. Karena nilai tersebut > 0.05 maka variabel ini berada pada daerah terima
Ho. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Bantuan Keuangan
Provinsi (BKP) merupakan variabel yang tidak mempengaruhi secara signifikan
terhadap variabel Belanja Daerah dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Kalimantan Timur. Dikarenakan tidak adanya hubungan antara kedua variabel
maka analisis mengenai uji arah tidak diperlukan lagi.

Kemudian perlakuan atas uji arah untuk mengetahui apakah hubungan
antara kedua variabel merupakan hubungan positif atau negatif dengan melihat
koefisiennya. Dari output pada tabel 4.4 diatas bahwa koefisien Bantuan
Keuangan Provinsi bernilai 0,013301. Dari angka tersebut dapat diinterprestasikan
bahwa walaupun Bantuan Keuangan Provinsi tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
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Kalimantan Timur namun kedua variabel tersebut mempunyai hubungan
hubungan yang searah/positif.

4.3.3 Analisis Hubungan Masing — Masing Variabel Bebas Terhadap
Variabel Terikat.

Analisis regresi yang telah dilakukan bertujuan untuk menginvestasikan
hubungan yang dapat diukur dari variabel PAD, DBH, DAU, DAK dan BKP pada
Belanja Daerah. Tabel 4.5 menujukkan hasil akhir dari regresi panel data
menggunakan metode fixed effect. Pada output dapat dilihat nilai adjusted R’
ialah sebesar 0.715684 yang berarti pada model regresi ini, variabel bebas dapat
menjelaskan variabel Belanja Daerah sebagai variabel “ferikat Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur 71,56'%. Nilai adjusted R’
semakin mendekati 1, maka model ini cukup baik. F-statistik pada output regrest
menunjukkan validitas atas model yang diestimasi, karena nilai p-value dari f-stat
bernilai 0.000000 yang mengindikasikan deéngan tingkat keyakinan 95% (a=5%).
Dibawah ini merupakan tabel-yang merangkum hubungan yang terjadi pada
variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

Tabel 4.5

Tabel Hubungan Variabel Bebas Terhadap Variabel Belanja Daerah

Konstan Konstanta Nilai t hitung Sig. Keterangan
C 2,932558 3,326993 0,0015 Signifikan

PAD 0,180061 3,714412 0,0004 Signifikan
DBH 0,665103 9,365383 0,0000 Signifikan
DAU 0,013621 1,817560 0,0738 Tidak Signifikan
DAK 0,013889 1,561492 0,1233 Tidak Signifikan
BKP 0,013301 1,328252 0,1888 Tidak Signifikan

Nilai F hitung 35,73761

Sigifikansi F 0,000

R 0,736287
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1. Hubungan Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja

Daerah

Kuznets dalam Dornbusch & Fischer (2005) yang meneliti di Amerika yang
menggunakan data runtun tahun 1929-1941 menyebutkan bahwa hubungan antara
Pendapatan dan Konsumsi mendekati proporasional artinya jika pendapatan
meningkat maka secara proporsional konsumsi juga meningkat sebaliknya jika
pendapatan menurun maka konsumsi juga secara proporsional akan menurun.
Friedmen dalam prakosa (2004) menyatakan bahwa kenaikan pajak akan
meningkatkan belanja daerah sehingga akhirnya akan memperbesar defisit. Defisit
yang dimaksud adalah defisit anggaran yang disebabkan -meningkatnya belanja
daerah akibat peningkatan penerimaan pajak. Hal in1 disebabkan karena
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil daerah
itu sendiri, antara lain Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan
dari Hasil pengelolaan Kekayaan Da¢rah yang Dipisahkan, Pendapatan dari Laba
Perusda serta lain-lain Pendapatan yang Sah. Darwanto (2007) menyatakan bahwa
secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap
Belanja Modal. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya
yang dilakukan oleh Hamdani (2014) yang meneliti pengaruh Dana Alokasi
Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada
Kabupaten /Kota di provinsi Kalimantan Timur dengan periode penelitian tahun
2007-2012 dengan sampel 9 Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa
Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
Hal ini memperkuat bukti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan

sumber penerimaan daerah dengan kontribusi besar yang akan digunakan dalam
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pembiayaan daerah oleh sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan
Timur. Dari tabel 4.5 diatas memperiihatkan bahwa jika pendapatan yang berasal
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka Belanja Daerah juga akan
meningkat. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimanatan
Timur dituntut untuk terus bisa memaksimalkan pendapatan asli daerahnya
supaya bisa meningktkan kesejahteraan masyarakat tanpa terlalu bergantung
kepada Pemerintah Pusat agar kemandirian bagi Pemerintah Kabupaten/Kota
semakin kuat didalam membiayai Belanja Daerahnya. Optimalisasi penerimaan
PAD hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan. meningkatkan
kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002). Seperti dijelaskan diatas bahwa
dengan semakin besarnya pendapatan asli daerah yang diperoleh maka akan
semakin besar pula belanja daerah yang disalurkan untuk membiayai belanja
langsung untuk meningkatkan pelayanan kepada publik, seperti melakukan
aktivitas pemerintah dan melaksanakan semua program pembangunan daerah.
Peningkatan pelayanan publik tidak akan berhasil jika daerah tidak mengalami
pertumbuhan ekonomi, hal'ini karena tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah
satu tujuan penting. yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah maupun
pemerintah pusat. Walaupun ada beberapa Kabupaten/Kota dengan presentase
PAD yang sangat kecil untuk periode 2009 s/d 2013 yaitu dengan rata — rata Rp.
93.952.490.000,- atau sekitar 4,99 % dari total rata — rata belanja sebesar
1.881.999.000.000,- terutama apabila dibandingkan dengan komponen
Pendapatan Daerah yang lain yaitu seperti DBH maupun DAU.

2. Hubungan Variabel Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) dengan Belanja
Daerah.
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DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah Dana Bagi
Hasil (DBH) yang sangat besar yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-
masing melalui mekanisme perhitungan celah fiskal (fiscal gap). Hal tersebut
berarti jika penerimaan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH) meningkat maka
Belanja Daerah juga akan meningkat. Dana Bagi Hasil (DBH) akan berpengaruh
pada Belanja Daerah pada tahun berjalannya anggaran dalam perubahan anggaran
atau revisi anggaran pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Perubahan
(APBD-P) dimana pada APBD-P tersebut akan terlihat perubahan Belanja Daerah
pemerintah akibat dari perubahan DBI yang diterima. Tingginya pengaruh Dana
Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah diseébabkan oleh masih tingginya
tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi
Kalimantan Timur pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima dari pemerintah
pusat khususnya daerah-daerah yang berada di daerah perbatasan sehingga belum
mampu untuk memaksimal dan mengelola sumber daya daerahnya secara efektif
dan efisien guna meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil penelitian juga menunjukan tingkat signifikansi Pengaruh Dana Bagi
Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah lebih tinggi dibandingkan dengan pengaruh
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Hal tersebut menunjukan bahwa terjadi fenomena
Flypeper Effect pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-
2013. Flypaper FEffect merupakan fenomena yang terjadi jika suatu pemerintah
daerah lebih bergantung pada Dana Perimbangan dalam hal ini Dana Bagi Hasil

(DBH) jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam
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pembiayaan belanja daerahnya. Jika dilihat dari persentase kontribusi Dana Bagi
Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di
tahun 2009-2013, persentase kontribusi DBH terhadap Belanja Daerah jauh lebih
besar yaitu 66,51% dibandingkan dengan kontribusi PAD yang hanya 18%,
sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur harus lebih
memaksimalkan potensi daerahnya dan menggunakan sumber daya yang dimiliki
secara efektif dan efisien untuk meningkatkan penerimaan PAD. Sehingga tujuan
utama dari pemberian DBH sebagai pemerataan kesejangaan fiskal antar daerah
bisa terwujud dan DBH bukan lagi dijadikan sumber utama. daerah untuk
pembiayaan daerahnya walaupun secara tidak langsung sumber dari Dana Bagi
Hasil tersebut adalah berasal dari masukan seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia,
namun Pemerintah Daerah dituntut untuk -memaksimalkan penerimaan PAD
melalui pemanfaatan potensi-potensi daerah serta penggunaan sumber daya yang
lebih efisien dan efektif merupakan cara yang lebih bijak dalam proses
pembiayaan daerah oleh pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di
Kalimantan Timur. Kemudian dengan rata — rata yang cukup tinggi apabila
dibandingkan dengan komponen atau variabel pendapatan yang lain yaitu sebesar
Rp. 888.113.000.000,- atau sekitar 47 19% terhadap belanja daerah pada
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim mengisyaratkan bahwa
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim masih sangat bergantung pada
Dana Bagi Hasil ini, bahkan ada beberapa Kabupaten/Kota yang mendapatkan
DBH vyang relatif besar selama periode 2009 s/d 2013, seperti misalnya

Kabupaten Kutai Kertanegara dengan DBH rata — rata sebesar Rp. 3,5 Trilyun.
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3. Variabel Dana Alokasi Umun (DAU)

Hubungan pendapatan dan pengeluaran menurut Samuelson (1946) dan
keyness (1948) dalam Sadono (2004) mengatakan bahwa pendapatan vyang
diterima akan mempengaruhi pengeluaran artinya semakin tinggi pendapatan
maka semakin tinggi pula pengeluaran, karena keduanya bersifat kausal (sebab
akibat). Abdullah & Halim (2004) yang melakukan penelitian tentang Pengaruh
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap
Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali menunjukan
bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja
Daerah. Sari (2010) juga melakukan penelitian tentang pengaruh Dana Alokasi
Umum (DAU) dan Pendapatn Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung
pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Hamdani (2014) meneliti
pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
terhadap belanja daerah pada Kabupaten /Kota di provinsi Kalimantan Timur
dengan periode penelitian tahun 2007-2012 dengan sampel 9 Kabupaten/Kota.
Hasil penelitian menunjukan bahwa DAU mempunyai pengaruh positif dan
signifikan terhadap belanja langsung. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil
penelitian sebelumnya bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh
signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini dimungkinkan karena perbedaan
perode penelitian, kemudian pada Tahun Anggaran tertentu ada beberapa
Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak mendapatkan alokasi Dana Alokasi
Umum (DAU), yaitu Kabupaten Kutai pada Tahun Anggaran 2009 dan 2010,
Kota Bontang, Kota Tarakan dan kabupaten Penajam Paser Utara juga tidak

mendapatkan alokasi DAU pada Tahun Anggaran 2010, disamping itu
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dikarenakan adanya perbedaan pada metode analisis data yang digunakan maupun
data yang digunakan, penelitian yang dilakukan Hamdani (2014) menggunakan
data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan periode 2007 s/d 2012 dengan
menggunakan regresi linier berganda, sedangkan penelitian ini adalah
menngunakan data Ringkasan APBD dari tahun 2009 s/d 2013  dengan
menggunakan regresi data panel. Kemudian penelitian yang dilakukan Hamdani
(2014) menggunakan sampel Kabupaten/Kota yang hanya menerbitkan LRA di
Kementerian Keuangan RI, sedangkan penelitian ini tetap memasukkan
Pemerintah Kabupaten /Kota baik mendapatkan alokasi~maupun tidak
mendapatkan salah satu atau beberapa variabel Pendapatan yang-ada ke daiam alat
uji. Hal ini juga vang dimungkinkan menyebabkan kenapa penelitian ini sedikit
berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Hamdani (2014) khususnya
perbedaan pengaruh Dana Alakosi Umum terhadap Belanja Daerah.

4. Varaibel Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana yang . bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan pada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus yang-merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas
nasioanal. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan
keuangan dibawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan
penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang
merupakan urusan daerah.

DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan
prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi

tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat
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telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Tujuan DAK untuk mengurangi beban
biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.
Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan,
peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis
yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dengan adanya
pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran
belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki
pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Jadi dapat disimpulkan jika
anggaran DAK meningkat maka alokasi belanja modal pun meningkat.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sianipar (2011) menyatakan
bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian
tersebut diperkuat dengan penelitian ini dimana DAK berpengaruh signifikan
terhadap belanja modal. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian
tersebut, vyaitu DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal
ini dapat dikarenakan perbedaan perode penelitian, kemudian pada Tahun
Anggaran tertentu ada/ beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak
mendapatkan alokasi.Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu Kota Bontang pada
Tahun Anggaran 2010,2012 dan 2013, Kota Tarakan pada Tahun Anggaran 2010,
2011, 2012 dan 2013, Kota Samarinda pada Tahun Anggaran 2011 disamping itu
dimungkinkan karena perbedaan pada metode analisis data yang digunakan serta
variabel terikat yang digunakan. Dengan rata — rata alokasi DAK pada Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim sebesar Rp. 23.368.190.000,- dari rata — rata
total belanja sebesar Rp. 1.8881.999.000.000,- atau hanya sekitar 1,24% dari

Belanja Daerah. Hal ini dimungkinkan karena Pemerintah Kabupaten/Kota
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diwilayah Provinsi Kaltim tidak mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk
mendaptkan Alokasi Dana Alokasi Khusus yang mungkin karena Pemerintah
Kabupaten/Kota menganggap mekanisme pencairan dan pertanggungjawabnya
yang tidak mudah jika dibandingkan dengan mekanisme pencairan variabel
Pendapatan Daerah yang lainnya.
S. Variabel Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Bantuan Keuangan Provinsi
(BKP) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, hal ini dapat
dikarenakan karena nilai Bantuan Keuangan Provinsi yang relatif rendah apabila
dibandingkan dengan kedua variavel PAD dan DBH, hal ini bisa-dilihat dari hasil
analisis deskriptive yang menunjukkan rata — rata Bantuan Keuangan Provinsi
(BKP) berjumlah Rp 95.560.000.000,- dengan. rata — rata variabel Belanja
Daerah sebesar Rp. 1.509.270.000.000,- atau sekirat 5,08 % dari rata — rata total
Belanja Daerah Pemerintah Kabupateén/Kota di Provinsi Kaltim selama periode
penelitian. Disamping itu dapatjuga dikarenakan pada Tahun Anggaran tertentu
ada beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak mendapatkan alokasi
Bantuan Keuangan ‘Provinsi (BKP), yaitu Kabupaten Berau dan Kabupaten
Nunukan pada tahun anggaran 2011. Bantuan Keuangan Provinsi ini adalah
tergantung dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Provinsi melalui Keputusan
Gubernur tentang Bantuan Keuangan Provinsi, sehingga ada beberapa
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim yang tidak begitu berharap untuk
mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan Provinsi tersebut karena disamping
mungkinkaren jumlahnya yang tidak begitu besar namun biasanya kegiatan harus

diselesai dalam 1 tahun anggaran.
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6. Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK dan BKP Terhadap Belanja Daerah
(BD)

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa PAD, DBH, DAU, DAK
dan BK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal
ini dibuktikan dengan hasil Uji korelasi ganada (Uji F) dengan F hitung sebesar
35,73761 dan signifikansi 0.0000 kurang dari 0,05. Penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Sianipar (2011) memberikan hasil yang sama dengan penelitian ini
yaitu PAD dan Dana Perimbangan sebagai variabel independen dimana DAU,
DAK dan DBH termasuk didalam indikator Dana Perimbangan secara bersama-
sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian tersebut
diperkuat dengan penelitian ini dimana PAD, DBH,.DAU, DAK dan BKP secara
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah walaupun dengan
variabel terikat yang berbeda. Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK dan BKP secara
bersama-sama terhadap belanja daerah.adalah sebesar 73,62% berarti sisanya
sebesar 26,38% dipengaruhi oleh. variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam
penelitian ini.

Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan Hamdani (2014)
dengan hasil bahwa variabel PAD dan DAU secara bersama — sama berpengaruh
signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam
melakukan pembiayaan Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota di
Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia pada
umumnya masih dipengaruhi Pendapatan Daerah baik yang bersala dari Pusat,

Provinsi maupun Kabupaten/Kota itu sendiri.
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BABY

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil
kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1) Hasil pengujian diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Dzerah (PAD)
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, artinya bahwa
semakin tinggi pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli
Daeah (PAD) maka semakin tinggi juga Belanja Daerah.

2) Dari hasil pengujian juga diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh positif
yang signifikan antara Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah.
Artinya semakin tinggi pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil
(DBH) maka semakin tinggi pula Belanja Daerah.

3) Hasil pengujian diperoleli. bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak
berpengaruh signifikan' terhadap Belanja Daerah. Namun Dana Alokasi
Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

4) Hasil pengujian, diperoleh bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak
berpengaruh’ signifikan terhadap Belanja Daerah. Namun Dana Alokasi
Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

5) Hasil pengujian diperoleh bahwa Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) tidak
berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Namun Bantuan Keuangan
Provinsi (BKP) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

6) Secara simultan variabel PAD, DBH, DAU, DAK dan BKP berpengaruh

positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Artinya jika Pemerintah

90

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41699.pdf

Daerah Kabupaten/Kota memliki PAD, DBH, DAU, DAK dan BKP yang
tinggi maka Belanja Daerah Kabupaten/Kota tersebut juga akan meningkat.
Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan
Provinsi (BKP) vyang tinggi tersebut akan digunakan pembangunan daerah
serta pembiayaan daerah dan melaksanakan jalannya pemerintahan melalui
Belanja Daerah yang tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

5.2. Saran
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas maka saran dalam
penelitian ini sebagai berikut :

1) Untuk meningkatkan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
yang ada di Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat terus menggali dan
memaksimalkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah mengingat
bahwa luas wilayah yang saugat luas ditunjang dengan kekayaan alam yang
dimiliki dirasa masith banyak sekali potensi-potensi yang dapat
dimaksimalkan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD), sehingga Pemerintah Daerah tidak lagi bergantung pada Pendapatan
yang berasal dari Pusat agar salah satu tujuan dari otonomi daerah bisa
terwujud, yaitu menciptakan kemandirian dalam segala bidang termasuk di
dalam melakukan pembiayaan di membangun daerahnya maupun di dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakatnya.

2) Hasil penelitian juga menunjukan tingkat signifikansi Pengaruh Dana Bagi

Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah lebih tinggi dibandingkan dengan
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pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dimungkinkan karena
masih adanya peraturan yang mengharuskan bahwa hasil kekayaan alam
adalah merupakan milik negara artinya bahwa hasil dari kekayaan alam
tersebut harvs disetor ke Pusat, kemudian dihitung sesuai dengan formulasi
yang ada setelah itu dibagikan kepada seluruh kabupaten/Kota yanga ada.
Namum perlu kita ketahui bahwa kondisi kekayaan alam yang ada apabila
digali secara terus — menerus maka akan mengalami penurunan hasil, itu
artinya bahwa kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang selama ini
mendapatkan alokasi Dana Bagi Hasil yang relatif besar untuk bisa secara
optimal memanfaatkannya untuk pembiayaan pada sektor — sektor yang
dianggap penting yang bisa memajukan kesejahteraan masyarakat baik dalam
bidang transportasi, infrastruktur maupun sebagai peningkatan / perbaikan
sarana penjung kegiatan ekonomi.

3) Penelitian selanjutnya diharapkan  menggunakan variabel yang lebih
bervariasi atau lebih spesifik terutama pada wvariabel terikat, dengan
mengembangkan variabel dependen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis
belanja daerah lainnya seperti Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja
Barang.dan Jasa serta Belanja Modal pada APBD, maupun variabel non
keuangan seperti pertumbuhan ekonomi serta menambah rentang waktu
periode penelitian, agar kita bisa melinat pengaruh masing — masing variabel
bebas terhadap masing — masing variabel terikat sehingga Pemerintah
Kabupaten/Kota akan mengetahui masing — masing komponen Belanja

dipengaruhi oleh komponen Pendapatan yang mana.
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LAMPIRAN 1

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim

(dalam jutaan rupiah)
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Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

NO KAB/KOTA PAD DBH DAU DAK BKP | BELANJA
I | Kab. Berau 88.261 553,034 | 254,362 21,001 71,517 | 1,575,546
2 | Kab. Bulungan 36,634 397,538 175,295 14959 | 104277 | 1,500,000
3 | Kab. Kutai 92,507 | 3,367,904 38,375 | 79,524 | 4,936,763
4 | Kab. Kuta: Barat 39,458 943,245 339,903 47546 | 36,719 | 1,476,896
5 | Kab. Kutai Timur 59.286 | 1,138,754 184,711 30,350 | 32,162 | 2,130,506
6 | Kab. Malinau 16,743 468.584 | 400,963 51,010 1 75,015 | 1,469985
7 | Kab. Nunukan 37,061 705,636 124,386 53,315 | 35,362 | 1,129,772
8 | Kab. Paser 60,538 604,083 126,666 7,557 32,109 | 1,377,724
9 | Kota Balikpapan 103,133 741,739 176,849 34,592 | 116,800 | 1,792,248
10 | Kota Bontang 42.241 658,901 16,420 7,667 | 101,37% 964,690
11 | Kota Samarinda 112,500 512,500 | 268,444 47985 | 263,786 | 2,351,482
12 | Kota Tarakan 78,110 566,891 45,604 4815 | 31,707 | 1,449,292

Kab. Penajam Paser

13 | Utara 30.834 608,993 22,708 6,199 | 30,000 | 1,199,568

14 | Kab. Tana Tidung 3,000 125,727 24 332 11,751 | 30,657 231,739
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LAMPIRAN 2

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim

(dalam jutaan rupiah)
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No | KABUPATEN/KOTA PAD DBH DAU DAK BKP | BELANJA
1 | Kab. Berau 94532 | 541.098 160.319 | 16,408 | 103.822 | 1.455.033
2 | Kab. Bulungan 40.000 | 398.667 | 75.016 5.082 71.587 1.250.000
3 | Kab. Kutai 160.940 | 3.684.282 15.164 | 122.852 | 4.848.622
4 | Kab. Kutai Barat 52344 | 720.265 | 317456 | 69.802 | 51049 1.334.942
5 | Kab. Kutai Timur 86.936 | 1.365.881 | 68.979 19.440 | 57.368 2.425.908
6 | Kab. Malinau 60.038 1420255 312,144 .1 47355 | 44646 1.221.420
7 | Kab. Nunukan 40437 | 524.477 { 44725 41.580 | 49.555 790.180
8 | Kab. Paser 67535 | 512,498 125257 7.285 72.524 1.086.454
9 | Kota Balikpapan 129.159 | 702474 | 76.988 6.492 86.716 1.487.693
10 | Kota Bontang 42.744 ©.17630.200 87.845 918.352

| 11 | Kota Samarinda 563,743 | 660.192 | 180.819 | 1.003 226.098 | 2427411

12 | Kota Tarakan 88.539 | 585.031 52.889 1.430.352

Kab. Penajam Paser

13 | Utara 46.434 | 5357.210 3.448 48281 1.171.002

14 | Kab. Tana Tidung 10.061 | 210.000 |219484 | 3.837 39512 659.471
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NO KAB/KOTA PAD DBH DAU DAK BKP BELANJA
1 | Kab. Berau 110.000 533.395 340.428 9.669 - 1.482.759
2 | Kab. Bulungan 32,129 476.793 245.345 6.787 66.448 1.309.737
3 | Kab. Kutai Kartanegara | 130.300 3.443.809 1.366 50.266 282.720 4.632.244
4 | Kab. Kutai Barat 72.132 740.522 437.833 48.300 47.771 1.510.257
5 | Kab. Kutai Timur 31.254 1.320.031 311.401 13.918 57.235 2.264.033
6 | Kab. Malinau 76.628 439.179 519.080 40,780 55.523 1.320.357
7 | Kab. Nunukan 44.003 569.647 228.629 73.759 - 1.091.088
8 | Kab. Paser 58.672 588.602 208:084 8.659 71.864 1.283.270
9 | Kota Balikpapan 289.000 777.261 268.136 7.929 141.239 1.791.962
10 | Kota Bontang 60.940 1.159.619 93.936 4.820 31.790 1.428.974
11 | Kota Samarinda 175.000 733.200 397.675 - 199.682 1.538.067
12 | Kota Tarakan 93.037 429.635 160.469 - 37.031 1.358.208

Kab. Penajam Paser

13 | Utara 34528 655.910 118.428 7.954 81.768 1.453.425

14 | Kab. Tana Tidung 18.063 523.113 149.590 8.835 16.118 1.100.353
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NO KAB/KOTA PAD DBH DAU DAK BKP BELANJA
1 Kab. Berau 114.881 556.730 340.428 5.520 121.954 1.690.515
2 Kab. Bulungan 55.000 480.316 289.928 7.645 86.839 1.570.476

Kab. Kutat
3 Kartanegara 199.381 3.424.574 | 59.092 50.178 158.454 4.927.563
4 Kab. Kutai Barat 72,132 797.044 535.530 72.611 86.121 1.653.182
3 Kab. Kutai Timur 63.454 1.551.989 | 452.003 14.290 65.951 2.684.544
6 Kab. Malinau 126.818 480.588 557.698 49,468 60.627 1.887.388
7 Kab. Nunukan 35.000 608.963 296.210 57.435 66.938 1.423.575
8 Kab. Paser 41.924 655.993 280.967 7.398 74.346 1.457.228
¢ | Kota Balikpapan 290.007 675.976 385.085 13.459 119.520 1.823.792
10 | Kota Bontang 70.054 757.945 134.544 - 89.650 1.325.984
11 | Kota Samarinda 219.550 712.000 518.878 4.361 292.783 1.939.556
12 | Kota Tarakan 85,310 493.186 216.526 - 101.974 1.493.394

Kab. Penajam Paser

13 | Utara 46.008 846.000 165.034 4137 157.440 1.510.447
14 | Kab. Tana Tidung 21.056 536.444 143.330 6.167 53.762 1.312.168
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NO KAB/KOTA PAD DBH DAU DAK BKP BELANJA
1 Kab. Berau 136.607 854.387 471.930 - - 2.009.985
2 | Kab. Bulungan 55.000 480.316 326.787 5.980 167.760 1.908.134

Kab. Kutai
3 Kartancgara 243.335 3.785.813 | 150.246 70.261 169.039 7.720.443
4 | Kab. Kutai Barat 80.779 1.038.550 | 599.731 104.101 171.182 2.216.870
5 Kab. Kutai Timur 65.372 1.660.928 | 506.528 12.067 123.148 3.244.550
6 Kab. Malinau 87.014 526.618 640.970 85.996 112.406 2.450.945
7 | Kab. Nunukan 44.498 628.813 307.766 101.926 109.461 1.767.129
8 | Kab. Paser 54.266 899.091 301.950 15.127 163.897 2.221.901
9 Kota Balikpapan 329.408 724.217 427.133 23.187 178.059 2.513.698

10 | Kota Bontang 84.700 870.266 140.109 - 63.638 1.508.282
11 | Kota Samarinda 246.321 752.000 579.635 16.596 380.210 2.826.746
12 | Kota Tarakan 93.234 541.184 249.444 - 103.010 1.798.077

Kab. Penajam Paser

13 | Utara 69.393 923,912 194,579 4.588 97.108 1.661.539

14 | Kab. Tana Tidung 12.718 607.292 133.386 7.581 68.957 1.530.026
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LAMPIRAN 6
Data Hasil Logaritma Naturan

NO | PAD DBH DAU DAK BKP BD
1 114 13.2 12.4 10.0 11,2 143
2 11,5 13.2 12.0 9.7 11,6 14,2
3 116 13.2 12.7 9.2 0.0 14,2
4 11,7 13.2 12,7 8,6 11,7 14,3
5 11.8 13.7 3.1 0.0 0.0 14,5
6 10.5 12.9 12,1 9.6 11,6 14,2
7 10.6 12.9 11.2 8.5 11,2 14,0
8 10.9 13.1 12.4 8.8 11.1 14.1
9 10.9 13.1 12.6 8.9 11.4 14,3
10 10.9 13.1 12.7 8.7 12.0 14.5
11 114 15,0 0.0 10.6 11.3 15,4
12 12.0 15.1 0.0 9.6 1.7 15,4
13 11,8 15.1 7.2 10.8 12,6 15.3
14 12.2 15.0 11.0 10,8 12.0 15.4
15 12.4 15.1 11.9 112 12,0 15.9
16 10.6 13.8 12.7 10.8 10.5 14.2
17 10.9 135 12.7 11,2 10,8 14.1
18 11.2 13.5 13.0 10,8 10.8 14.2
19 11.2 13.6 13,2 11,2 11.4 14,3
20 113 13:9 13,3 11,6 12.1 14,6
21 11.0 13.9 12.1 103 10.4 14.6
22 114 14.1 11,1 9.9 11,0 14,7
23 10.3 14.1 12.6 9.5 11,0 14,6
24 11.1 14.3 13.0 9.6 11,1 14.8
25 11.1 143 13.1 9.4 11,7 15.0
6 9.7 13.1 12,9 10.8 11.2 14.2
27 11.0 12,9 12.7 10,8 10,7 14.0
28 11.2 13.0 13.2 10.6 10,9 14.1
29 11.8 13.1 13.2 10,8 11.0 14.5
30 11.4 13.2 13,4 114 116 14.7
31 10.5 13.5 11,7 10.9 105 13,9
32 10.6 13.2 10.7 10.6 10.8 13.6
33 10.7 13.3 12,3 11.2 0.0 13,9
34 10.5 13.3 12.6 11.0 11.1 14.2
35 10.7 13.4 12.6 11.5 11.6 14.4
36 11.0 13.3 117 8.9 10,4 14.1
37 11.1 13.1 10.1 8.9 11,2 13.9
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NO PAD DBH DAU DAK BKP BD
38 11.0 13.3 12.2 9.1 11.2 14,1
39 10.6 13.4 12.5 8.9 11.2 14,2
10 10.9 13.7 12,6 9.6 12.0 14,6
11 11.6 13.5 12.1 10,5 11.7 14,4
42 11.8 13,5 113 8.8 11,4 14,2
13 12.6 13.6 12.5 9.0 11.9 14.4
44 12.6 13.4 12.9 9.5 117 14.4
15 12.7 13.5 13.0 10.1 12.1 14,7
16 10.7 13.4 9.7 8.9 11,5 13.8
47 10.7 134 0.0 0.0 11.4 13.7
48 11.0 14.0 11.5 8.5 10.4 14.2
19 11,2 13.5 11.8 0.0 11.4 14,1
50 11.3 13.7 119 0,0 11.1 14.2
51 116 13.1 12,5 10.8 12.5 14.7
52 13.2 13.4 12.1 6.9 12.3 14,7
12.1 13.5 12.9 6.0 12,2 14.2
34 12.3 13.3 13.2 8.4 12.6 14.5
55 12.4 13.5 13.3 9.7 12.8 14,9
56 11.3 13.2 10.7 8.5 10,4 14.2
57 11.4 13,3 0.0 0.0 10,9 14,2
58 114 13.0 12.0 0.0 10.5 14,1
59 11.4 13.1 123 0.0 11,5 14,2
60 11,4 13.2 124 0.0 115 14.4
61 10.3 13.3 10.0 8.7 10.3 14.0
62 10.7 (32 0.0 8.1 10,8 14.0
63 10,4 134 11,7 9.0 11.3 14.2
64 10.7 13.6 12.0 83 12.0 14.2
65 11 13.7 12,2 8.4 11.5 14,3
66 8.5 11.7 10.1 9.4 103 12,4
67 9.2 12.3 12.3 8.3 10.6 13.4
68 9.8 13.2 11.9 9.1 9.7 13,9
69 10.0 13.2 11.9 8.7 10.9 14,1
70 9.5 13.3 11.8 8.9 11.1 14.2
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LAMPIRAN 7

Tabel Statistik Deskriptive

PAD? DBH? DAU? DAK? BKP? BD?
Mean 93952.49 888113.0 236166.8 23368.19 95560.00 1881999.
Median 68464.00 643055.0 212305.0 10710.00 74680.50 1509270.
Maximum 563743.0 3785813. 640970.0 104101.0 380210.0 7720443,
Minimuim 5000.000 125727.0 0.000000 0.000000 0.000000 231739.0
Std. Dev. 89159.37 789156.6 171071.7 26325.81 71581.55 1152507.
Skewness 2.808643 2.758460 0.502253 1.333468 1.653811 2.789200
Kurtosis 13.17151 9681842 2.405244 3.945603 6.267633 12.42658
Jarque-Bera 393.7895 218.9933 3.974738 23.35292 63.05188 349.9387
Probability 0.000000 0.000000 0.137056 0.000008 0.000000 0.000000
Sum 6576674. 62167912 16531679 1635773. 6639200. 1.32E+08
Sum Sq. Dev. 5.49E+11 4. 30E+13 2.02E+12 4. 78E+10 3.54E+11 9.17E+13
Observations 70 70 70 70 70 70
Cross sections 14 14 14 14 14 14
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LAMPIRAN 8

Hasil Uji Commont Effect

Dependent Variable: BD?
Method: Pooled Least Squares
Date: 03/14/15 Time: 20:04
Sampte: 2009 2013

Included observations: 5
Cross-sections included: 14

Total pool (balanced) observations: 70

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 3.883706 0.659340 5.887616 0.0000

PAD? 0.201023 0.037515 5.358506 0.0000

DBH? 0.575993 0.054778 10.51543 0.0000

DAU? 0.012990 0.008745 1485436 0.1423

DAK? 0.013489 0.0082986 1.625970 0.1089

BKP? 0.015844 0.011049 1.434042 0.1564

R-squared 0.821234 .. Mean dependent var 14.32000

Adjusted R-squared 0.807268 S.D. dependent var 0.491257

S.E. of regression 0.215668 Akaike info criterion -0.148339

Sum squared resid 2.976804 Schwarz criterion 0.044389

Log likelihood 11.19188 Hannan-Quinn criter. -0.071785

F-statistic 58.80216 Durbin-Watson stat 0.795570
Prob(F-statistic) 0.000000
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LAMPIRAN 9

Hasil Uji Fix Effect

Dependent Variable: BD?
Method: Pooled Least Squares
Date: 03/14/15 Time: 20:05
Sample: 2009 2013

Included observations: 5
Cross-sections included: 14

Total pool (balanced) observations: 70

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.479094 1.268308 1.166194 0:2490
PAD? 0.163855 0.061394 2.668900 0.0102
DBH? 0.786971 0.099353 7.920955 0.0000
DAU? 0.010631 0.007972 1.333528 0.1883
DAK? 0.017066 0.010087 1.691906 0.0968
BKP? 0.013060 0.010462 1.248290 0.2176

Fixed Effects (Cross)

_BERAU--C 0.101630
_BULUNGAN-C 0.300213
_KUTAI-C -0.211154
_KUTAIBAR=C -0.231066
_KUTAITIM--C -0.108006
_MALINAU-C 0.267949
_NUNUKAN--C -0.144843
_PASER--C -0.029210
_BLPPN--C -0.140539
_BONTANG-C -0.281630
_SAMARINDA--C 0.135546
_TARAKAN--C 0.246770
_PENAJAM--C -0.048063
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_TANATIDUNG--C 0.142405

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.914692 Mean dependent var 14.32000
Adjusted R-squared 0.884583 S.D. dependent var 0.491257
S.E. of regression 0.166895 Akaike info criterion -0.516713
Sum squared resid 1.420556 Schwarz criterion 0.093593
Log likelihood 37.08494 Hannan-Quinn criter. -0.274292
F-statistic 30.37948 Durbin-Watson stat 1.639392
Prob(F-statistic) 0.000000
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LLAMPIRAN 10

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: DATA

Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic d.f. Prob.
Cross-section F 4.297810 (13,51} 0.0001
Cross-section Chi-square 51.786124 13 0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: BD?

Method: Panel Least Squares

Date: 03/14/15 Time: 20:06

Sample: 2009 2013

Included observations: 5

Cross-sections included: 14

Total pool (balanced) observations: 70

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 3.883706 0.659640 5.887616 0.0000

PAD? 0.201023 0.037515 5.358506 0.0000

DBH? 0.575993 0.054776 10.51543 0.0000

DAU? 0.012990 0.008745 1.485436 0.1423

DAK? 0.013489 0.008296 1.625970 0.1089

BKP? 0.015844 0.011049 1.434042 0.1564
R-squared 0.821234 Mean dependent var 14.32000
Adjusted R-squared 0.807268 S.D. dependent var 0.491257
S.E. of regression 0.215668 Akaike info criterion -0.148339
Sum squared resid 2.976804 Schwarz criterion 0.044389
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Log likelihood 11.19188 Hannan-Quinn criter. -0.071785
F-statistic 58.80216 Durbin-Watson stat 0.795570
Prob(F-statistic) 0.000000
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LAMPIRAN 11

Hasil Uji Random Effect

Dependent Variable: BD?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 03/14/15 Time: 20:06

Sample: 2009 2013

Included observations: 5

Cross-sections included: 14

Total pool (balanced) observations: 70

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 2.932558 0.881444 3.326993 0.0015
PAD? 0.180061 0.048476 3.714412 0.0004
DBH? 0.665103 0.071017 9.365383 0.0000
DAU? 0.013621 0.007494 1.817560 0.0738
DAK? 0.013889 0.008895 1.561492 0.1233
BKP? 0.013301 0.010014 1.328252 0.1888

Random Effects (Cross)

_BERAU--C 0054779
_BULUNGAN-C 0.207291
_KUTAI-C -0.008610
_KUTAIBAR-C -0.171166
_KUTAITIM--C -0.020827
_MALINAU-C 0.184023
_NUNUKAN--C -0.123004
_PASER--C -0.033985
_BLPPN--C -0.131013
_BONTANG-C -0.229000
_SAMARINDA--C 0.080971
_TARAKAN--C 0.156287
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_PENAJAM--C

_TANATIDUNG--C

-0.032741

0.066996

Effects Specification

S.D. Rho
Cross-section random 0.168155 0.5038
Idiosyncratic random 0.166895 0.4962
Weighted Statistics
R-squared 0736287 Mean dependent var 5.809549
Adjusted R-squared 0.715684 S.D. dependent var 0.309128
S.E. of regression 0.164831 Sum squared resid 1.738830
F-statistic 35.73761 Durbin-Watson stat 1.324214
Prob(F-statistic) 0.000000
Unweighted Statistics

R-squarad 0.812167 Mean dependent var 14.32000
Sum squared resid 3.127802 Durbin-Watson stat 0.736166
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LAMPIRAN 12

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: DATA

Test cross-section random effects

Chi-Sgq.
Test Summary Statistic  Chi-Sq. d.f. Prob.
Cross-section random 3.426469 5 0.6345

Cross-section random effects test comparisons:

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob.
PAD? 0.163855 0.180061 0.001419 0.6671
DBH? 0.786971 0.665103 0.004828 0.0794
DAU? 0.010631 0.013621 0.000007 0.2715
DAK? 0.017066 0.013889 0.000023 0.5042
BKP? 0.013080 0.013301 0.000009 0.9366

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: BD?

Method: Panel Least Squares

Date:; 03/14/15 Time: 20:07

Sample: 2009 2013

Included observations: 5

Cross-sections included: 14

Total pool (balanced) observations: 70

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

c 1.479094 1.268308 1.166194 0.2490
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PAD? 0.163855 0.061394 2.668900 0.0102
DBH? 0.786971 0.099353 7.920955 0.0000
DAU? 0.010631 0.007972 1.333528 . 0.1883
DAK? 0.017066 0.010087 1.691906 0.0968
BKP? 0.013060 0.010462 1.248290 0.2176
Effects Specification
Cross-section fixed {dummy variables)
R-squared 0.914692 Mean dependent var 14.32000
Adjusted R-squared 0.884583 S.D. dependent var 0.491257
S.E. of regression 0.166895 Akaike info criterion -0.516713
Sum squared resid 1.420556 Schwarz criterion 0:093593
Log likelihood 37.08494 Hannan-Quinn criter. -0.274292
F-statistic 30.37948 Durbin-Watson stat 1.639392
Prob(F-statistic) 0.000000
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